ilik Darma Cendika. Hanva dipergunakan

versitas Kate

arya llimiah Milik Perpust

K

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

uai dengan undang-undang yvang berlaku

dituntut se:

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan terkait dengan proses penyelesaian pengaduan
pelayanan publik hingga pada kepastian hukum gudikasi oleh Ombudsman,

penulis dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa proses penyelesaian pengaduan pelayanan publik oleh Ombudsman
dapat dilakukan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan
permasalahan pelayanan publik. Terutama bagi masyarakat yang menjadi
korban maladministrasi, masyarakat yang merasa rugi atau merasa tidak puas
dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan
publik kepada masyarakat yang memiliki kedudukan sebagai penerima
manfaat pelayanan publik. Selain itu, proses penyelesaian pengaduan
pelayanan publik tersebut, guna untuk mencegah terjadinya maladministrasi
dalam pelayanan publik; dan

2. Rekomendasi dari Ombudsman melalui ajudikasi dalam penyelesaian
pengaduan dari masyarakat atau permasalahan pelayanan publik bersifat
belum final dan bukan merupakan suatu putusan pengadilan, oleh karena itu
harus dilanjutkan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan yang bersifat
mengikat dan final. Terutama untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi
para pihak yang berkaitan dengan permasalahan atau perselisihan dalam

pelayanan publik.
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B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis mengemukakan saran yang
diharapakan dapat bermanfaat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat
mengikat dan final. Terutama dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi para
pihak yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik

yaitu, sebagai berikut:

1. Pelu perubahan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, yang menempatkan proses gudikasi sebagai proses
awal litigasi.

2. Perlu perubahan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahkan rekomendas tersebut

menjadi salah satu poin dalam diktum putusan pengadilan.
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